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Poligami adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami
terhadap beberapa (lebih dari seorang) istri dalam waktu yang bersamaan
Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Undang-
Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang asas
monogami, bahwa baik pria maupun wanita hanya dikehendaki oleh yang
bersangkutan apabila hukum dan agama yang mengizinkannya, seorang suami
boleh beristri lebih dari satu. Meskipun hal tersebut dikehendaki oleh pihak yang
bersangkutan, namun hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan
tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Dalam Putusan Pengadilan Agama
Trenggalek Nomor 1066/Pdt.G/2022/PA.Trk, ada hal yang menarik untuk
ditelaah, karena alasan suami untuk berpoligami tidak memenuhi syarat alternatif
yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apa pertimbangan hakim
dalam penetapan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif dalam
Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2022/PA.Trk ? 2) Apa pertimbangan hakim dalam
penetapan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif dalam Putusan
Nomor 1066/Pdt.G/2022/PA.Trk ditinjau dari teori keadilan dan kemaslahatan ?
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam
penetapan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif dalam Putusan
Nomor 1066/Pdt.G/2022/PA.Trk. 2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim
dalam penetapan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif dalam
Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2022/PA.Trk ditinjau dari teori keadilan dan
kemaslahatan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka atau library
research, yang berarti sumber primernya adalah kepustakaan. Sumber utama
penelitian ini diambil dari berkas Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2022/PA.Trk dan
sumber sekundernya berupa buku-buku, karya ilmiah dan segala sesuatu lain
yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Pengumpulan data menggunakan
studi kepustakaan melalui data kualitatif. Jenis penelitian ini yaitu teknik
pengumpulan data melalui dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pertimbangan hakim dalam
mengabulkan izin poligami tersebut karena memenuhi syarat kumulatif, suami
sanggup memberikan nafkah kepada istri-istrinya dan mendapat izin dari istri
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pertama untuk menikah lagi dengan calon istri kedua. Namun tidak memenuhi
syarat alternatif yaitu tidak adanya kondisi sang istri pertama yang tidak bisa
memenuhi hak suami. 2) Pertimbangan hakim ditinjau dari sudut pandang
keadilan yaitu telah memenuhi keadilan proporsional dalam pemberian hak yang
sama rata. Kemudian apabila dari sudut pandang kemaslahatan telah memenuhi
prinsip maslahat yaitu untuk menjaga keturunan atau hifdz al-nas! dan kehormatan
atau hifdz al-irdi. Serta menekankan untuk menghilangkan mafsadat (kerusakan),
apabila Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut maka
dikhawatirkan akan terjadi kemudaratan yang semakin banyak dikemudian hari.
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Polygamy is the practice of a husband marrying more than one wife at the
same time. The government issued Law No. 1 of 1974 in the Marriage Act. In
the law regulates the principle of monogamy, that both men and women are only
desired by the person concerned if the law and religion allow it, a husband may
have more than one wife. Although this is desired by the party concerned, it can
only be done if it meets certain requirements and is decided by the court. In
Trenggalek Religious Court Decision Number 1066 / Rev.G/2022 / PA.Trk, there
is an interesting point to be examined, because the husband's reason for
polygamy does not meet the alternative requirements stipulated in Article 4
paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning marriage.

The formulation of the problem in this study is: 1) What is the
consideration of the judge in determining the polygamy permit that does not meet
the alternative requirements in decision number 1066/Pdt.G/2022 / PA.Trk ? 2)
What is the consideration of the judge in determining the polygamy permit that
does not meet the alternative requirements in decision number 1066/Pdt.G/2022
/ PA.Trk reviewed from the theory of justice and benefit ? This study aims to: 1)
to determine the consideration of judges in the determination of polygamy
permits that do not meet the alternative requirements in decision number
1066/Pdt.G/2022 / PA.Trk. 2) to determine the consideration of the judge in
determining the polygamy permit that does not meet the alternative requirements
in decision number 1066/Pdt.G/2022 / PA.Trk reviewed from the theory of
justice and benefit.

The type of research used is Library research, which means the primary
source is the library. The main source of this study is taken from the decision
File Number 1066/Pdt.G/2022 / PA.Trk and its secondary sources are in the
form of books, scientific works and everything else related to the problem. Data
collection using library studies through qualitative data. This type of research is
data collection techniques through documents.

The results of this study indicate that: 1) The consideration of the judge in
granting the polygamy permit is because it meets the cumulative conditions, the
husband is able to provide for his wives and get permission from the first wife to
marry again with the second prospective wife. However, it does not fulfill the
alternative condition, namely the absence of the condition of the first wife who
cannot fulfill the rights of the husband. 2) the consideration of the judge is
viewed from the point of view of justice, that is, it has fulfilled proportional
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justice in granting equal rights. Then when from the point of view of benefit has
fulfilled the principle of benefit that is to maintain offspring or hifdz al-nasl and
honor or hifdz al-irdi. If the judge does not grant the request, then it is feared
that there will be more harm in the future.
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